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Skripsi ini membahas mengenai Sikap Politik Pemerintah Kabupaten 
Gowa Terhadap Integrasi BPJS Kesehatan Tahun 2017. Adapun tujuan dari 
penelitian ini, pertama untuk mengetahui apakah yang melatarbelakangi 
Pemerintah Kabupaten untuk keluar dari kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan 
tahun 2017. Kedua untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan 
kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk masuk kembali dari kepesertaan 
integrasi BPJS Kesehatan tahun 2017. 
Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kebijakan publik, 
dimana Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan,pengambilan dan 
perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari 
pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran 
kebijakan (kelompok target). Kemudian adapun Jenis penelitian yang digunakan 
adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan 
fenomena melalui pengumpulan data mengenai hal yang diteliti. 
Hasil penilitian menunjukkan bahwa yang melatarbelakangi Pemerintah 
Kapubaten Gowa untuk keluar dari kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan tahun 
2017, pertama  sehubungan dengan jenis layanan, dimana jenis layananan yang 
diberikan oleh BPJS Kesehatan sama dengan program kesehatan gratis Kabupaten 
Gowa, dengan jumlah kepesertaan yang tidak sama. Pemerintah Kabupaten Gowa 
menanggung semua biaya kesehatan untuk  pelayanan kelas 3 dan pelayanan 
dasar, baik masyarakat mampu maupun yang tidak mampu sedangkan BPJS 
Kesehatan hanya menanggung masyarakat yang tidak mampu dengan kuota  
sebesar 129.000 jiwa. Kedua terkait masalah efisiensi anggaran, Kabupaten Gowa 
sudah memiliki program kesehatan gratis yang dikelola secara mandiri sejak tahun 
2009 dan sudah tertuang dalam Perda No.4 Tahun 2008 tentang Kesehatan Gratis 
dan apabila ditambah dengan BPJS Kesehatan maka anggaran yang dikeluarkan 
jauh lebih besar. Selanjutnya adapun faktor-faktor yang menyebabkan kebijakan 
Pemerintah Kabupaten Gowa untuk kembali masuk dalam kepesertaan integrasi 
BPJS Kesehatan tahun 2017, pertama menyusul ditolaknya gugatan Pemerintah 
Kabupaten Gowa di Mahkamah Konstitusi (MK) terkait  uji materi Pasal 4 huruf 
g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, setelah sebelumnya Pemerintah Kab. Gowa 
melakukan gugutan. Kedua,BPJS kesehatan merupakan program nasional. 
kemudian terkait dengan adanya Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial 








A. Latar Belakang Masalah 
Keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari terwujudnya tujuan 
pembangunan nasional. Salah satu tolak ukur keberhasilan tersebut adalah tingkat 
kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan menjadi poin utama karena berkenaan 
dengan penghidupan yang layak bagi setiap masyarakat seperti tersedianya sarana 
dan prasarana pendidikan hingga yang menyangkut masalah kesehatan. Karena 
permasalahan kesehatan menjadi fokus utama Pemerintah pusat maupun daerah 
dalam memperbaiki tingkat kesejahteraan masyarakat.  
Kesehatan  merupakan hal yang utama bagi manusia. Setiap individu dapat 
melakukan aktivitas sehari-hari dengan produktif dengan keadaan yang sehat. Saat 
sakit tentu diperlukan biaya untuk berobat ke dokter atau membeli obat. 
Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam memberikan jaminan 
perlindungan kesehatan dan fasilitas bagi masyarakat Indonesia sesuai Peraturan 
Presiden Nomor 28 Tahun 2016 mengenai jaminan kesehatan.1Sebagaiaman kita 
ketahui bahwa setiap individu dan semua warga negara berhak atas jaminan sosial 
untuk dapat memenuhu kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan 
                                                          
1Baby Silvia Putri dan Lindawati Kartika, “Pengaruh Kualitas pelayanan BPJS 
Kesehatan terhadap kepuasaan Pengguna Perspektif Dokter Rumah Sakit Hermina Bogor” 






martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil dan 
makmur. Program jaminan sosial pada dasarnya adalah sebuah program untuk 
mewujudkan kesejahteraan melalui pendekatan sistem, dimana Negara dan 
masyarakat bersama-sama ikut bertanggung jawab dalam penyelenggaraannya.    
Konstitusi negara yaitu Undang-Undang Dasar 1945 terutama pada pasal 
28 (ayat 3) dan pasal 34 (ayat 2) mengamanatkan bahwa “Jaminan Sosial adalah 
hak setiap warga negara” dan “Negara mengembangkan Sistem Jaminan Sosial 
bagi seluruh rakyat dan memperdayakan masyarakat yang lemah dan tidak 
mampu”. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang kemudian di dalamnya terdapat jaminan 
Kesehatan Nasional (JKN) sebagai salah satu dari beberapa program unggulan 
yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. 
JKN diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip asuransi sosial 
dan prinsip ekuitas, serta bersifat pelayanan perseorangan berupa pelayanan 
kesehatan yang mencangkup pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan 
rehabilitative. Selain itu melalui program ini, setiap penduduk diharapkan dapat 
memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak apabila terjadi hal-hal yang dapat 
mengakibatkan hilang atau berkurangnya pendapatan karena menderita sakit, 
mengalami kecelakaan, kehilangan pekerjaan, dan memasuki usia lanjut atau 
pensiun. Sehingga untuk mendukung pelaksanaan program tersebut pemerintah 
membentuk suatu badan penyelenggara sistem jaminan sosial nasional yang 





Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan 
Sosial (BPJS).2 
BPJS kesehatan hadir sebagai sebuah badan hukum publik yang 
bertanggung jawab langsung kepada Presiden dan memiliki tugas khusus yaitu 
menyelenggarakan jaminan pemelihraan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Terutama untuk Pengawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun PNS dan TNI/POLRI, 
Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya 
ataupun Rakyat biasa, dan bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya 
pemberian jaminan kesehatan yang layak bagi setiap Peserta dan/ atau anggota 
keluarganya. Badan publik ini terbentuk berdasarkan hasil transformasi dari PT 
Askes (Persero) yang pelaksanaanya mulai diberlakukan pada tanggal 1 Januari 
2014.3 
Hadirnya BPJS Kesehatan tentunya merupakan bentuk perhatian 
Pemerintah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu khusunya terhadap 
pemberian pelayanan kesehatan, Pemerintah melalui Kementrian Kesehatan RI, 
selain memenuhi kewjiban tetapi juga berdasarkan kajian dan pengalaman bahwa 
akan terjadi percepatan perbaikan indikator kesehatan apabila lebih 
memperhatikan dan fokus pada pelayanan kesehatan masyarakat miskin dan tidak 
mampu. Oleh karena itu, pelayanan kesehatan merupakan salah satu bentuk 
kewajiban dan urusan yang perlu mendapat perhatian serius Pemerintah Pusat dan 
                                                          
2Jaminan Kesehatan Nasional, Diakses Pada http://www.jkn.kemses.go.id/, (20 Mei 
2017). 






Daerah. Selajutnya, dengan adanya BPJS Kesehatan diharapkan memberi manfaat 
terutama dalam pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini masih dirasakan 
menjadi beban dalam mendapatkan pelayanan.4 
Berdasarkan data yang diperoleh dari BPJS Kesehatan, dapat diketahui 
bahwa pada tanggal 30 Juni 2014 tercatat jumlah masyarakat yang terdaftar 
sebagai peserta BPJS Kesehatan adalah sebesar 124.553.040 jiwa, sedangkan per 
4 Desember 2015 jumlah peserta BPJS Kesehatan mencapai 115.189.547 jiwa. 
Selanjutnya pada tanggal 23 September 2016 ada 169304.759 jiwa, sedangkan 1 
November 2017 ada 183.579.086 jiwa. Data-data ini menunjukkan bahwa 
setidaknya tiap tahun terjadi peningkatan jumlah peserta BPJS Kesehatan yang 
menandakan bahwa masyarakat saat ini menyadari akan pentingnya pemeliharaan 
kesehatan.5 
Berbicara tentang BPJS Kesehatan, maka dapat dikaitkan dengan sebuah 
kebijakan. Kebijakan (policy) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil 
oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara 
untuk mencapai tujuan itu.6 Sedangkan menurut Thomas R. Dye mendefinisikan 
bahwa kebijakan merupakan pilihan-pilihan apapun oleh pemerintah, baik untuk 
melakukan maupun tidak melakukan sesuatu. Pada prinsipnya sebuah kebijakan 
tidak terlepas dari keterlibatan seluruh element yang ada baik itu masyarakat 
                                                          
4BPJS Kesehatan,  Diakses Pada https://bpjs-kesehatan.go.id, (20 Mei 2017). 
5BPJS Kesehatan,  Diakses Pada https://bpjs-kesehatan.go.id, (20 Mei 2017). 
6Miriam Budiardjo, “Dasar-dasar Ilmu Politik” (Edisi Revisi: Cetakan Kesembilan), 





sebagai bagian yang terikat dalam hasil putusan kebijakan sampai pada tahap 
pemerintah sebagai badan pembuat kebijakan tersebut. Kebijakan memiliki 
beragam definisi, yang masing-masing memiliki penekanan berbeda, hal ini tidak 
terlepas dari latar belakang seorang ilmuan tersebut. Namun demikian, satu hal 
yang perlu diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian 
kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya 
dilakukan, ketimbang apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu 
persoalan tertentu.7 
Sehubungan dengan kebijakan, pada tanggal 29 Oktober 2011 pemerintah 
Indonesia mengeluarkan sebuah Kebijakan yang dirumuskan kedalam Undang-
Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial 
(BPJS) termaksud didalamnya BPJS Kesehatan. BPJS Kesehatan merupakan 
program pemerintah Indonesia yang tentunya harus dijalankan oleh setiap 
pemerintah daerah dengan tujuan untukmemberi manfaat terutama dalam 
pembiayaan bagi masyarakat yang selama ini masih dirasakan menjadi beban 
dalam mendapatkan pelayanan kesehatan. Akan tetapi berbeda dengan yang 
terjadi di Kab. Gowa dimana per 1 Januari 2017 pemerintah Kab.Gowa 
memunuskan untuk keluar dari kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan, hal ini 
ditegaskan langsung oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, saat melakukan 
konferensi pers di Baruga Karaeng Pattingaloang, Kantor Bupati Gowa, Rabu 4 
Januari 2017. Turut mendampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, H 
                                                          
7Nenenh Yani Yuningsih, “Analisis Politik Pemerintah Tentang Pengcegahan dan 
Penanganan Korban Perdagangan (Trafficking) Perempuan dan Anak di Kabupaten Cianjur”, 






Hasanuddin, Direktur RSUD Syekh Yusuf Kabupaten Gowa, dr H Salahuddin dan 
Kepala Dinas Pengelola Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Gowa, H Ismail 
Madjid.8 
Keluarnya Kab. Gowa dari kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan 
dikarenakan Kab.Gowa sudah memiliki program kesehatan gratis yang dikelola 
secara mandiri sejak tahun 2009 dan sudah tertuang dalam sebuah Perda. Setiap 
tahun pemerintah Kab. Gowa mengeluarkan anggarkan sebesar Rp 16 milyar 
untuk program kesehatan gratis. Dengan adanya BPJS Kesehatan, pemerintah 
Kab.Gowa harus mengeluarkan anggaran untuk kesehatan mencapai Rp 20 milyar 
setiap tahunnya. Nilai tersebut menurut Adnan Purichta Ichsan, sangat besar jika 
dibandingkan anggaran yang harus mereka gelontarkan di program kesehatan 
gratis sebanyak Rp 16 milyar dan sudah termasuk rujukan ke rumah sakit di 
Makassar. Lebih lanjut Adnan menjelaskan kalau peserta integrasi BPJS di Gowa 
sebanyak 119.601 jiwa dengan mendapatkan layanan fasilitas kesehatan kelas III 
sama dengan layanan kesehatan gratis yang dimiliki oleh Pemkab Gowa. Selain 
itu  perbedaan keuangan di setiap wilayah. Menjadi salah satu bentuk 
ketidakadilan penyamarataan premi. Menurut Bupati Gowa, Adnan Purichta 
Ichsan harus ada pembagian peregional, kemampuan keuangan setiap daerah 
tentunya berbeda termasuk pendapatan perdaerah, belum lagi perbedaan penduduk 
                                                          
8Pemerintah Kabupaten Gowa. 2017, Gowa Keluar Dari Kepesertaan Integrasi BPJS 
Kesehatan. Diakses pada humas.gowakab.go.id/2017-kepesertaan-integrasi-bpjs-tidak-berlaku-di-





per regional berbeda. Ini menjadi pertimbangan pemerintah Kab.Gowa keluar dari 
kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan.9 
Disamping itu sebelum menyatakan keluar dari kepesertaan integrasi BPJS 
Kesehatan. Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan, resmi mengajukan gugatan atas 
Undang-undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) ke Mahkamah 
Konstitusi. Pendaftaran perkara ini diwakili oleh kuasa hukum Adnan, 
Hendrayana SH, Rabu 12 Oktober 2016.Pendaftaran perkara ini ditandai dengan 
nomor tanda terima 1626/PAN.MK/X/2016. Pokok perkara adalah pengujian UU 
Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap 
UUD 1945.10 
Perlu kita ketahui bersama bahwa selama ini Bupati Gowa, Adnan 
Purichta Ichsan, memang getol mengkritisi beberapa hal ganjal dalam 
penyelenggaraan BPJS. Kritikan itu bahkan pernah dilakukan didepan Menteri 
Kesehatan langsung. Selain itu, beliau juga menggalang dukungan dari bupati dan 
wali kota se Indonesia. Pemerintah Kabupaten Gowa, menganggap UU BPJS 
mengkebiri hak otonomi pemerintah daerah. Apalagi program BPJS ini dianggap 
tidak sejalan dengan program kesehatan gratis yang sudah lama dinikmati 
masyarakat di Kabupaten Gowa, dimana warga selama ini menikmati program 
                                                          
9
 Pemerintah Kabupaten Gowa. 2017, Gowa Keluar Dari Kepesertaan Integrasi BPJS 
Kesehatan. Diakses pada humas.gowakab.go.id/2017-kepesertaan-integrasi-bpjs-tidak-berlaku-di-
gowa/, (20 Mei 2017). 
10Pemerintah Kabupaten Gowa. 2017, Gowa Keluar Dari Kepesertaan Integrasi BPJS 
Kesehatan. Diakses pada, humas.gowakab.go.id/2017-kepesertaan-integrasi-bpjs-tidak-berlaku-di-






kesehatan gratis hanya dengan menggunakan KTP dan KK, kini dihalangi 
mendapatkan pelayanan kesehatan gratis dari daerah dengan adanya aturan terkait 
BPJS. 
Akan tetapi, selang beberapa bulan memutuskan untuk keluar dari 
kepesertaan Integrasi BPJS Kesehatan. Pada per 1 januari 2017. Pemerintah 
Kab.Gowa akhirnya mengambil keputusan untuk kembali bergabung kedalam 
program BPJS Kesehatan per 1 Oktober 2017, hal ini ditandai dengan 
penandatangan perjanjian kerjasama antara Pemkab Gowa dan BPJS Kesehatan. 
Penandatanganan berlangsung di Baruga Karaeng Galesong, Kantor Bupati Gowa 
setelah berlangsungnya Sidang Paripurna DPRD Kab Gowa, Jumat Malam Jumat 
29 September 2017. Mewakili Pemkab Gowa, Bupati Gowa, Adnan Purichta 
Ichsan sedangkan dari pihak BPJS Kesehatan diwakili Kepala Cabang Makassar 
drg. Unting Patri disaksikan oleh Ketua DPRD Kab Gowa, H.Anshar Zainal Bate 
bersama anggota DPRD Kabupaten Gowa dan pimpinan SKPD Kab Gowa.11 
Bupati Gowa, menjelaskan walaupun KK dan KTP sudah bukan lagi 
menjadi persyaratan mendapatkan layanan kesehatan gratis namun warga Gowa 
tidak perlu khawatir. Dimana, kuota untuk masuk dalam BPJS Integrasi telah 
ditambah dari yang awalnya 119.601 jiwa. Untuk sementara dipersipakan 
tambahan 10.000 jiwa untuk mengantisipasi masyarakat tidak mampu dan tidak 
masuk dalam daftar BPJS integrasi lama. Tentunya selama hasil verifikasi di 
                                                          
11Pemerintah Kabupaten Gowa. 1 Oktober, BPJS Integrasi Berlaku di Gowa, Diakses 







lapangan membuktikan masyarakat tidak mampu maka akan dimasukkan ke 
dalam BPJS integrasi dan preminya dibayarkan Pemda. Bahkan tambahan 10 ribu 
jiwa ini masih memungkinkan untuk berubah ketika melakukan verifikasi 
dilapangan. Pertriwulan akan dikaji terus terkait data masyarakat yang masuk 
dalam BPJS Integrasi. Jadi tetap ada kemungkinan bertambah dari 129.601 jiwa 
yang dipersiapkan. Tergantung hasil temuan verivikasi dilapangan, karena Pemda 
Gowa tidak ingin ada masyarakat tidak mampu dan tidak mendapatkan layanan 
kesehatan.12 
Terkait Kartu BPJS Integrasi yang belum dipegang seluruhnya oleh 
masyarakat Gowa juga sudah diantisipasi jika tiba-tiba mereka membutuhkan 
layanan kesehatan dan belum memegang kartu. Data nama- nama masyarakat 
yang masuk dalam BPJS Integrasi sudah diserahkan ke pihak BPJS, jadi apabila 
masyarakat Kab. Gowa membutuhkan layanan dan belum pegang kartu sudah bisa 
terlayani.13 
Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk melakukan 
penelitian dengan judul “SIKAP POLITIK PEMERINTAH KAB. GOWA 
TERHADAP INTEGRASI BPJS KESEHATAN TAHUN 2017”. 
 
 
                                                          
12Pemerintah Kabupaten Gowa. 1 Oktober, BPJS Integrasi Berlaku di Gowa, Diakses 
pada humas.gowakab.go.id/1-oktober-bpjs-integrasi-berlaku-di-gowa/, (19 November 2017). 
13Pemerintah Kabupaten Gowa. 1 Oktober, BPJS Integrasi Berlaku di Gowa, Diakses 






B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang diteliti 
dirumuskan sebagai berikut: 
1. Apakah yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten Gowa untuk keluar 
dari kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan tahun 2017 ? 
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa 
untuk masuk kembali dari kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan tahun 2017 
? 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian adalah sesuai dengan rumusan masalah yaitu: 
1. Untuk mengetahui Apakah yang melatarbelakangi Pemerintah Kabupaten 
Gowa untuk keluar dari kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan tahun 2017.  
2. Untuk mengetahui Faktor-faktor apa yang menyebabkan kebijakan 
Pemerintah Kabupaten Gowa untuk masuk kembali dari kepesertaan integrasi 
BPJS Kesehatan tahun 2017. 
D. Manfaat Penelitian 
Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu bahan 
acuan untuk digunakan sebagai berikut: 
1. Akademis 
Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan berguna sebagai suatu 
karya ilmiah yang dapat menunjang perkembangan ilmu pengetahuan dan 
sebagai bahan masukan yang dapat mendukung bagi peneliti maupun pihak 





2. Manfaat Praktis 
Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 
positif bagi pihak pemerintah daerah Kab. Gowa dalam pengambilan 
keputusan yang berhubungan dengan Kebijakan keluar dari kepesertaan 
integrasi BPJS Kesehatan. 
E. Tinjauan Karya Terdahulu 
Ada beberapa penelitian yang berdekatan topik dengan penelitian ini. 
Adapun penelitian terdahulu yang pernah dilakukan antara lain: 
 
Tabel 1.1 
Tinjauan karya terdahulu 
 









































































































































                                                          
14Baby Silvia Putri dan Lindawati Kartika, “Pengaruh Kualitas pelayanan BPJS 
Kesehatan terhadap kepuasaan Pengguna Perspektif Dokter Rumah Sakit Hermina Bogor” 
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Stakeholder dalam Kebijakan Pemenuhan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama pada Program 
Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten Jember”, Jember: Bagian Administrasi dan Kebijakan 
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A. Kebijakan Publik 
Konsep dasar tentang kebijakan publik sebenarnya bermula dari bangsa 
Yunani dan Romawi yang mengambil konsep publik dan privat. Bangsa Romawi 
mendefinisikan kedua istilah tersebut dalam term res publica dan res priva. 
Gagasan publik dan privat pada masa Yunani kuno diekspresikan dalam istilah 
konion (yang dapat diartikan publik) dan idion (yang bisa diartikan privat). 
Kemudian sejarah studi kebijakan publik sudah dapat dirasakan keberadaannya 
sejak abad ke 18 SM pada masa pemerintahan Babilonia yang disebut dengan 
Kode Hammurabi. Kode ini mengekspresikan keinginan membentuk ketertiban 
publik yang bersatu dan adil pada masa ketika Babilonia mengalami transisi dari 
Negara kota kecil menjadi wilayah yang luas.19 
Kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, pengambilan dan 
perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi terhadap dampak dari 
pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang menjadi sasaran 
kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan sebuah alat atau instrumen 
untuk mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara memberi rewards dan 
                                                          





sanctions. Secara instrinsik, kebijakan adalah instrumen teknis, rasional, dan 
action-oriented untuk menyelesaikan masalah.20 
Menurut Ealau dan Penwitt, kebijakan adalah sebuah ketetapan yang 
berlaku yang dicirikan oleh perilaku yang konsisten dan berulang, baik dari yang 
membuatnya maupun yang menaatinya (yang terkena kebijakan itu). Titmuss 
mendefinisikan kebijakan sebagai prinsip-prinsip yang mengatur tindakan yang 
diarahkan kepada tujuan-tujuan tertentu. Kebijakan menurut Titmuss senantiasa 
berorientasi kepada masalah (problemoriented) dan berorientasi kepada tindakan 
(action-oriented) dengan demikian dapat dinyatakan bahwa kebijakan adalah 
suatu ketetapan yang memuat prinsip-prinsip untuk mengarahkan cara-cara 
bertindak yang dibuat secara terencana dan konsisten dalam mencapai tujuan 
tertentu.21 
Robert Eyestone dalam bukunya The Tbreads of Public policy (1971) 
mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah 
dengan lingkungannya”. Namun sayangnya definisi tersebut masih terlalu luas 
untuk dipahami sehingga artinya menjadi tidak menentu bagi sebagian besar 
scbolar yang mempelajarinya. “Hubungan antara unit pemerintah dengan 
lingkungannya” dapat meliputi hampir semua elemen dalam konteks negara. 
Padahal dalam lingkup real kebijakan publik tidak selalu menggambarkan 
keluasan definisi Eyestence. Heinz Eulan dan Kenneth Prewit (1973), dalam 
perspektif mereka mendefinisikan kebijakan publik sebagai: “keputusan tetap’ 
                                                          
20Amri Marzali, Antropologi dan Kebijakan Publik, Jakarta: kencana, 2012, h. 19. 





yang dicirikan dengan konsistensi dan pengulangan (repitisi) tingkahlaku dari 
mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi.22 
Definisi lain mengatakan bahwa, “kebijakan publik adalah apa yang dipilih 
oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan” (Dye, 1995). Melalui 
definisi ini kita mendapat pemahaman bahwa terdapat perbedaan antara apa yang 
akan dikerjakan oleh pemerintah. Lain dari itu, Richard Rose (1969) pun berupaya 
untuk mendefinisikan kebijakan publik sebagai, “sebuah rangkaian panjang dari 
banyak atau sedikit kegiatan yang saling berhububgan dan memiliki konsekuensi 
bagi yang berkepentingan sebagai keputusan yang berlainan. “Rose memberikan 
catatan yang berguna pada kita bahwa kebijakan publik merupakan bagian mozaik 
atau pola kegiatan dan bukan hanya suatu kegiatan dalam pola regulasi.23 
Namun untuk memahami berbagai defenisi kebijakan publik, ada baiknya 
jika membahas beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik 
seperti yang diutarakan oleh Young dan Quinn (2002) yaitu24:  
1. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan 
yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang mewakili 
kewenangan hukum, politis dan financial untuk melakukannya.  
2. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik 
berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di 
masyarakat.  
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3. Seperangkat kegiatan yang berorientasi kepada tujuan. Kebijakan publik 
biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa 
pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu 
demi kepentingan orang banyak.  
4. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan 
publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan 
masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan 
keyakinan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat 
dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak 
memerlukan tindakan tertentu. 
5. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. 
Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-
langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan. Keputusan yang telah 
dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan 
pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah.  
Intinya dari semua pengertian tentang kebijakan publik, apapun bentuknya, 
merupakan suatu landasan hukum yang sah bagi Pemerintah untuk mengambil 
tindakan. Oleh karena itu, suatu kebijakan publik haruslah dibuat dengan penuh 
pertimbangan dan diimplementasikan secara baik agar kebijakan tersebut berdaya 
guna dan berhasil guna.25 
Kemudian pada lokus pemerintahan, menurut Hoogerwert kebijakan harus 
dipahami sebagai kebijakan pemerintah yang dapat diartikan sebagai suatu 
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penyataan kehendak yang dilakukan oleh pemerintah atas dasar kekuasaan yang 
dimilikinya. Pemerintah adalah kekuasaan, tanpa kekuasaan maka pemerintah 
tidak punya arti apa-apa.26 Sementara subtansi dari kebijakan pemerintah adalah 
membuat/melakukan pengambilan keputusan untuk kemudian melakukan 
tindakan pleh pmerintah secara bersama-sama dengan pihak rakyat yang dikuasai 
dan diatur dan atau secara sepihak oleh pemerintah terhadap rakyat.27 
Dengan interegritas seorang pemimpin atau pimpinan, pengakuan atas 
kekuasaan yang dimiliki akan melahirkan kewenangan untuk dapat berbuat. 
Demikian pula dengan kemampuan penciptaan tujuan yang sama dengan cara 
berpikir yang sama. Kekuasaan melahirkan kewenangan bagi pemerintah untuk 
bias mengeluarkan suatu kebijakan. 
Berbicara tentang kekuasaan, maka subtansi yang harus diperhatikan 
adalah influencing atau sejauh mana kita mampu mempengaruhi public 
memberikan dukungan terhadap kehendak yang diingikan. Disinilah faktor 
kepemimpinan sebagai hal strategis. 
Begitu pula dengan konsep “kewenangan”, subtansi yang harus 
diperhatikan adalah the willingness to serve atau sejauh mana kemampuan dalam 
menciptakan kesediaan publik untuk membantu. Maka dari itu diperlukan 
kemampuan yang dapat menciptakan 3 (tiga) faktor utama, yaitu: (1) intergrity 
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(kejujuran), (2) Common purpose (tujuan yang sama), (3) Common method of 
thinking (metode berpikir yang sama). 
Setiap kehendak yang dinyatakan, pada hakikatnya adalah merupakan 
hasil pilihan dari sejumlah alternatif yang ada atau tersedia guna melakukan 
sesuatu atau untuk tidak melakukan sejalan dengan konsep kebijakan yang 
dikemukakan oleh Dye.28 Maka suatu kebijakan dikatakan sebagai kebijakan 
publik jika memiliki empat unsur, yaitu: 
1. Adanya pernyataan kehendak, berarti ada keinginan atau sejumlah kemauan 
untuk melakukan sesuatu atau untuk tidak melakukan sesuatu. 
2. Pernyataan didasarkan pada otoritas, berarti ada kewenangan yang dimilki 
atau melekat pada diri seseorang pemegang atau pemilik kewenangan dan 
atau pada kesatuan sistem seperti lembaga atau organisasi, terlepas dari mana 
kewenangan diperoleh, apakah lewat penunjukkan dan pengangkatan atau 
melalui suatu proses demokratisasi yang berlangsung. 
3. Adanya kewenangan untuk melakukan pengaturan dan jika perlu melakukan 
pemaksaan kehendak. Ini berarti, bahwa untuk mencapai kehendak yang 
diingikan oleh otoritas diperlukan kegiatan pengaturan dalam artian yang 
seluas-luasnya. Pengaturan yang dilakukan melalui kegiatan administrasi, 
melalui kegiatan pengelolaan (manajemen) dan melalui penuangan kehendak 
lewat aturan perundangan yang berlaku. Kesemuanya diarahkan pada 
terciptanya ketertiban dalam kehidupan organisasi. 
                                                          






4. Adanya tujuan yang dikehendaki, ini berarti mengandung arti yang luas, 
dapat saja tujuan dalam konteks ruang dan waktu capaian, dapat saja tujuan 
dalam konteks situasi dan keadaan seperti upaya peradaman konflik atau 
pencapaian kesepakatan dalam kehidupan kebersamaan dengan 
mempertimbangkan peran dan status. 
Setiap kegiatan pemerintahan berhubungan dengan kebijakan. Pada setiap 
langkah dalam proses, fungsi, rute, dan siklus kebijakan, pihak yang diperintah 
terlibat atau dilibatkan. Kebijakan lahir karena adanya kewenangan untuk 
mengatur masyarakat melalui kekuasaan yang melekat pada pemerintah. Maka 
siklus kebijakan akan terus berputar hingga setiap masalah dapat dikendalikan. 
Berdasarkan uraian diatas, maka kebijakan pemerintah merupakan 
pernyataan berdasarkan kekuasaan yang melekat pada pemerintah yang 
bersangkutan. Kebijakan tersebut dikeluarkan melalui pengambilan keputusan 
bersama pemerintah dengan rakyat sehingga kebijakan yang dikeluarkan tetap 
berpihak pada rakyat. Kebijakan pemerintah khususnya pada bertujuan untuk 
melakukan pengaturan di masyarakat sehingga kebijakan ini akan terus berjalan 
dan mengalami perubahan hingga masalah-masalah social dapat dikendalikan 
demi pembangunan daerah.      
a. Proses Kebijakan Publik 
Proses analisis kebijakan publik adalah serangkaian aktivitas intelektual 
yang dilakukan dalam proses kegiatan yang bersifat politis. Aktivitas politis 
tersebut nampak dalam serangkaian kegiatan yang mencangkup penyusunan 





penilaian kebijakan.Sedangkan aktivitas perumusan masalah, forecasting, 
rekomendasi kebijakan, monitoring, dan evaluasi kebijakan adalah aktivitas yang 
lebih bersifat intelektual.29 
Adapun tahap-tahap dari suatu kebijakan pada dasarnya adalah dimulai 
dari perumusan masalah, identifikasi alternate solusi, penilaian alternatif, seleksi 
alternatif, implementasi kebijakan dan kembali pada perumusan masalah. Di sela-
sela tahap-tahap tersebut terdapat aktivitas evaluasi maupun interpretasi.30 
James Anderson (1979) menetapkan proses kebijakan publik sebagai 
berikut31:  
1. Formulasi masalah (problem formulation) :  
2. Apa masalahnya? Apa yang membuat masalah tersebut menjadi rapat dalam 
agenda pemerintah?  
3. Formulasi kebijakan (formulation) : 
4. Bagaimana mengembangkan pilihan-pilihan atau alternatif-alternatif untuk 
memecahkan masalah tersebut? Siapa saja yang berpartisipasi dalam 
formulasi kebijakan?  
5. Penentuan kebijakan (adoption) : bagaimana alternatif ditetapkan? 
Persyaratan / kriteria seperti apa yang harus dipenuhi? Siapa yang akan 
melaksanakan kebijakan? Bagaimana proses atau strategi untuk 
melaksanakan kebijakan? Apa isi dari kebijakan yang telah ditetapkan?  
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6. Implementing (implementation) : Siapa yang terlibat dalam implementasi 
kebijakan? Apa yang mereka kerjakan? Apa dampak dari isi kebijakan?  
7. Evaluasi (evaluation) : Bagaimana tingkat keberhasilan atau dampak 
kebijakan diukur? Siapa yang mengevaluasi kebijakan? Apa konsekuensi dari 
adanya evaluasi kebijakan? Adakah tuntutan untuk melakukan perubahan 
atau pembatalan. 
b. Implementasi Kebijakan Publik 
Studi Implementasi merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan 
yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya 
implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompeks bahkan 
tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. 
Untuk melukiskan kerumitan dalam proses implementasi tersebut dapat dilihat 
pada pernyataan yang dikemukakan oleh seorang ahli studi kebijakan Eugene 
Bardach (1991), yaitu:32 
“adalah cukup untuk membuat sebuah program dan kebijakan umum 
yang kelihatannya bagus diatas kertas. Lebih sulit lagi merumuskannya 
dalam kata-kata dan slogan-slogan yang kedengarannya mengenakan bagi 
telinga para pemeimpin dan para pemilih yang mendengarkannya. Dan 
lebih sulit lagi untuk melaksanakannya dalam bentuk cara yang 
memuaskan semua orang termasuk mereka anggap klien.” 
 
Derajat lain Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier dalam bukunya 
Implementation and public Policy (1983) mendefinisikan Implementasi Kebijakan 
sebagai:33 
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“Pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk 
undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau 
keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan 
peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah 
yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang 
ingin dicapai, dan berbagi cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses 
implementasinya” 
 
Sedangkan, Van Meter dan Van Horn (1975), mendefinisikan 
implementasi kebijakan, sebagai:34 
“Tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu atau pejabat-
pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan 
pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan 
kebijaksanaan” 
 
Tiga definisi tersebut diatas dapat diketahui bahwa implementasi 
kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu: (1) adanya tujuan atau sasaran kebijakan; 
(2) adanya aktivitas atau kegiatan pencapaian tujuan; dan (3) adanya hasil 
kegiatan.35 
Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa implementasi 
merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksana kebijakan melakukan 
suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu 
hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri. Hal ini sesuai 
pula dengan apa yang diungkapkan oleh Lester dan Stewart Jr (2000), dimana 
mereka katakan bahwa implementasi sebagai suatu proses dan suatu hasil 
(output). Keberhasilan suatu implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari 
proses dan pencapaian tujuan hasil akhir (output), yaitu: tercapai atau tidaknya 
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tujuan-tujuan yang ingin diraih. Hal ini tak jauh berbeda dengan apa yang 
diutarakan oleh Marrile grindle (1980) sebagai berikut:36 
“Pengakuan keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, 
dengan memepertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan 
yang telah ditentukan yaitu melihat pada actionprogram dari individual 
project dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai” 
 
Perlu dicatat bahwa implementasi kebijakan merupakan tahapan yang 
sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan, karena melalui prosedur ini 
proses kebijakan secara keseluruhan dapat dipengaruhi tingkat keberhasilan atau 
tidaknya pencapaian tujuan. Hal ini dipertegas oleh Chief J. O. Udoji (1981) 
dengan mengatakan bahwa:37 
“Pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin 
jauh lebih penting daripada pembuatan kebijakan. Kebijakan-kebijakan 
hanya akan sekadar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan tapi 
dalam arsip kalau tidak diimplementasikan” 
Implementasi kebijakan merupakan proses kedua di dalam perumusan 
kebijakan setelah melalui tahapan formulasi kebijakan. Dan di dalam 
pelaksanaannya terdapat langkah-langkah yang harus diperhatikan. Nugroho 
merumuskanya menjadi tiga langkah dengan tujuan agar implementasi akan 
berhasil sebelum mulai mengimplementasikannya. Adapun langkah-langkah 
tersebut yaitu:38 
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1. Penerimaan kebijakan. Pemahaman public bahwa kebijakan adalah “aturan 
permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi 
kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya 
dilaksanakan dengan baik 
 – bukan sebagai keistimewaan.  
2. Adopsi kebijakan. Publik setuju dan mendukung kebijakan sebagai “aturan 
permainan” untuk mengelola masa depan. Khusus pengimplementasi 
kebijakan, seperti birokrat memahami bahwa kebijakan sebaiknya 
dilaksanakan dengan baik 
 – bukan sebagai keistimewaan.  
3. Kesiapan Strategis. Publik siap untuk berpartisipasi dalam implementasi 
kebijakan dan birokrat siap untuk menjadi pengimplementasi utama; seperti 
yang anda ketahui tanggung jawabnya untuk menjalankan keleluasaan 
kebijakan. 
c. Al-Quran dan Hadist 
Adapun Ayat dan Hadist yang berkaitan dengan penilitian ini 
diantaranya dalam QS An-Nahl/16:125 yang berkaitan dengan masalah kebijakan 
publik, Allah swt berfirman: 
äí÷Š $# 4’ n< Î) È≅‹ Î6 y™ y7 În/ u‘ Ïπ yϑ õ3Ït ø: $ Î/ Ïπ sà Ïãöθ yϑ ø9 $#uρ ÏπuΖ |¡pt ø: $# ( Οßγ ø9 Ï‰≈ y_ uρ  ÉL©9 $ Î/ }‘Ïδ ß|¡ôm r& 4 ¨βÎ) y7 −/ u‘ uθ èδ 








Terjemahnya :  
“Serulah (manusia) kepada jalan Tuhan-mu dengan hikmah dan pengajaran 
yang baik dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. 
Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang 
sesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang 
mendapat petunjuk”.39  
 
Allah swt menyuruh Rasullullah saw agar mengajak umatnya kepada 
Allah swt dengan hikmah, yaitu Perkataan yang tegas dan benar yang dapat 
membedakan antara yang hak dengan yang bathil.  Firman Allah: “dan 
berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik,” berdialoglah dengan mereka 
dengan lembut, halus, dan sapaan yang sopan.40 
Firman Allah ini memerintahkan kepada kita agar melakukan dialog 
dengan suatu kebijaksanaan dan penyampaian lisan yang benar sehingga 
berlangsung sebaik mungkin. Hal ini, memberi pemikiran penting dalam 
pelaksanaan tahap-tahap kebijakan publik pada umumnya dan mengenai 
implementasi kebijakan yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok 
aktor politik dengan tujuan yang telah dipilah beserta cara-cara untuk 
mencapainya dalam suatu situasi, dimana keputusan-keputusan itu pada 
pronsipnya masih berada dalam batas kewenangan, kekuasaan dari pada aktor 
politik pada khususnya. 
 
                                                          
39Kementerian Agama, Al-Qur’an Tajwid dan Terjemahanya, Bandung: Syaamil Quran, 
2010, h. 281. 
40Ar Rifa’I, Muhammad Naib, Tafsir Ibn-Katsir jilid-2, Jakarta: Gema Insani Press, 2007, 





Selain itu dalam ayat lain, QS An Nisa/4:59 Allah swt berfirman: 
$ pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ% ©!$# (#þθ ãΨ tΒ# u (#θãè‹ÏÛ r& ©! $# (#θãè‹ ÏÛr&uρ tΑθß™§9$# ’ Í< 'ρ é&uρ Í÷ö∆ F{ $# óΟ ä3Ζ ÏΒ ( β Î* sù ÷Λ äôã t“≈ uΖ s? ’ Îû & ó x« çνρ–Š ã sù 
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Terjemahnya :  
“Wahai orang-orang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 
(Muhammad), dan ulil amri (pemegang kekuasaan) diantara kamu. 
Kemudian jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 
kembalikanlah kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu 
beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikan itu lebih utama 
(bagimu) dan lebih baik akibatnya”.41  
 
Ayat diatas menjelaskan, bahwa kita sebagai umat manusia mestilah 
tunduk kepada peraturan. Peraturan yang maha tinggi ialah peraturan Allah swt. 
Kemudian orang yang beriman diminta pula taat kepada Rasul. Sebab taat kepada 
amri dalam hal tentunya pemerintah yang berkuasa, salah satunya taat pada 
peraturan-peraturan atau kebijakan yang pemerintah keluarkan dan apabila ada 
perbedaan pendapat kita diminta untuk kepada Al Quran dan Hadist. 
Selain dua ayat diatas, adapun hadist yang berkaitan dengan masalah 
kebijakan publik ialah hadist Nabi Muhammad saw seperti yang diriwayatkan 
oleh Iman Bukhari. 
 ِز[Fٍَد، YJَْ  هللاِ  ْ[TRُ  َDَ  أَنَّ  ا\َ]YRَ ،YِZَِ  اTِUَVَْW، أDEَ FَG HُJََّثَ  OٍQْRَ، ن أDEَ FَG HُJََّثَ 
tُuَ  إFَp  ُmَ\  ٌaِbcْdَ fِّGِلَ  فَ  ،Fdَ Qِg ِmتَ  ا\kَِّي FZََ] fِg  ِHhِiَdَرٍ  FRَ  َaِbcْdَ  َYJْدَ  ِّD[َdُ Fًw]DِEَ 
 ُmُxcْyِzَ  ْYdِ  ِلHzُهللاُ  َ{|َّ} هللاِ  َر  ْQَ|Rَ ِm ،Oََّ|zََو  ُcْyِzَ  َّfِَّ\هللاُ  َ{|َّ} ا  ْQَ|Rَ ِm  َOَّ|zََو 
                                                          





Oَ\ ،ٍ[َQْ  فَ  َرQRَِّً، هللاُ  ْرFRَهُ  اHُp» : Fdَ  ْYdِ  ٍDْRَ  َzْلُ  يَ َِِJFUَْ[َُ]  ْOَ|َّ\ِإ  ْDَِ] 
 »َراَِ]َا\ََّِ 
Aritinya:  
“Abu Nu’aim menceritakan kepada kami berita dari Abu al-Asyhab, al-
Hasan berkata, Ubaidillah bin Ziyad menjenguk Ma’qilbin Yasar ketika 
ia sakit yang menyebabkan kematiannya, maka Ma’qal berkata kepada 
Ubaidillah bin Ziyad,” Aku akan menyampaikan kepadamu hadist yang 
telah aku dengar dari Rasulullah saw, aku telah mendengar Nabi saw 
bersabda, “Tiada seorang hamba yang diberi amanat rakyat oleh Allah 
tidak akan merasakan padanya harumnya surga (melainkan tidak 
mendapat bau surga).42   
 
Hadist tersebut menjelaskan bahwa dalam pandangan islam, seorang 
pemimpin adalah orang yang diberi amanat oleh Allah SWT. Untuk memimpin 
rakyat, yang diakhirat kelak akan dimintai pertanggung jawaban oleh Allah SWT, 
oleh karena itu sebagai seorang pemimpin harus menjalankan tugasnya sesuai 
amanat yang diberikan padanya khususnya dalam masalah pengambilan 
keputusan (kebijakan). Sebab apa yang kita jalankan sebagai seorang pemimpin 
diakhirat kelak akan dipertanggung jawabkan. 
B. Kerangka Konseptual 
Dalam bukunya yang berjudul Antropologi dan Kebijakan Publik, Amri 
Marzali menjelaskan bahwa kebijakan atau policy berkaitan dengan perencanaan, 
pengambilan dan perumusan keputusan, pelaksanaan keputusan, dan evaluasi 
terhadap dampak dari pelaksanaan keputusan tersebut terhadap orang banyak yang 
menjadi sasaran kebijakan (kelompok target). Kebijakan merupakan salah satu 
atau instrumen yang mengatur penduduk dari atas ke bawah, dengan cara 
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memberi rewards dan sanctions. Secara instrinsik kebijakan adalah instrumen 
teknis, rasional, dan action-orieted untuk menyelesaikan masalah. Kebijakan 
adakah cetak biru bagi tindakan (blueprint for action), yang akan mengarahkan 
dan mempengaruhi perilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan 
tersebut.43 
Kebijakan sengaja disusun dan dirancang untuk membuat perilaku orang 
banyak yang dituju dalam hal ini kelompok target menjadi terpola sesuai dengan 
bunyi dan rumusan kebijakan tersebut. Secara subtansial, kebijakan merupakan 
subjek kajian yang kompleks, dinamis, dan tidak pernah jumud. Kajian kebijakan 
ialah mengenai bidang kehidupan yang luas, seluas masalah tersebut perlu 
ditangani pleh masyarakat.kebijakan tidak hanya mengenai masalah ekonomi, 
politik, dan administrasi negara saja, tetapi juga menyangkut bidang-bidang 
kehidupan sosial di masyarakat. 
Selanjutnnya merupakan gambaran mengenai kerangka konseptual dari 
penelitian ini yang terdiri dari, 1. Kebijakan publik. 2. Keputusan Pemerintah 
Kabupaten Gowa keluar dari integrasi BPJS Kesehatan. 3. Keputusan Pemerintah 
Kabupaten Gowa Kembali ke integrasi BPJS Kesehatan. 4. Kepesertaan Integrasi 
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Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan 
tujuan dan kegiatan tertentu. Ini berarti untuk mendapatkan data yang valid dalam 
penelitian haruslah berlandaskan keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. 
Maka dari itu, untuk mendapatkan dan menggunakan data yang valid dalam 
penelitian maka dijelaskan metode yang digunakan dalam memperoleh data.  
A. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian 
kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena melalui 
pengumpulan data mengenai hal yang diteliti. Data yang digunakan adalah data 
primer yang diperoleh melalui metode wawancara, observasi dan dokumentasi 
serta menggambarkan fakta yang ada dilapangan. Data sekunder dari bahan-bahan 
pustaka juga diperlukan dalam penelitian ini.44 
B. Jenis Data 
Dalam melakukan analisis menggunakan: 
1. Data Primer  
Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari lapangan pada 
objek penelitian atau field research. Data primer yaitu hasil dari wawancara 
mendalam dan observasi lapangan. 
                                                          






2. Data Sekunder 
Data sekunder adalah data yang diperoleh dari data yang dimiliki 
Pemerintah Kab. Gowa khususnya instansi terkait yaitu berupa dokumen-
dokumen pendukung penelitian serta sumber-sumber lainnya berupa undang-
undang, peraturan-peraturan pendukung program/kebijakan, serta dokumen 
yang diperoleh sepanjang penelitian dari berbagai sumber untuk mendukung 
peneitian atau dokumen-dokumen atau terbitan literatur yang dapat 
mendukung kelengkapan data primer. 
C. Metode Pengumpulan Data 
Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini45: 
1. Wawancara  
Dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara 
yaitu dengan melakukan wawancara kepada pihak informan atau pihak yang 
terlibat guna memenuhi keperluan penelitian tentang kejelasan masalah penelitian 
sehingga mampu mengeksplorasi data dari informan yang bersifat nilai, makna 
dan pemahaman yang tidak mungkin dilakukan dengan teknik survei. 
Adapun pihak yang diwawancarai: 
1. Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. 
2. Staf Informasi Publik BPJS Kesehatan Cabang Utama Makassar. 
3. Masyarakat Kabupaten Gowa (Pengguna BPJS Kesehatan) 
2. Observasi  
                                                          






Observasi atau pengamatan ini dimaksudkan sebagai pengumpulan data 
yang selektif. Selanjutnya, peneliti memahami dan menganalisis berbagai gejala 
yang berkaitan dengan objek penelitian melalui berbagai situasi dan kondisi nyata 
yang terjadi baik secara formal maupun non formal. 
3. Studi dokumen  
Studi dokumentasi dimaksudkan sebagai pengumpulan data dan telaan 
pustaka, diamana dokumen-dokumen yang dianggap menunjang dan relevan 
dengan permasalahan yang akan diteliti baik berupa buku-buku, literatur, laporan-
laporan, jurnal, tabel, karya tulis ilmiah, dokumen peraturan pemerintah, dan 
undang-undang yang telah tersedia pada lembaga yang terkait dipelajari, dikaji, 
dan disusun/dikategorikan sedemikian rupa sehingga dapat diperoleh data guna 
memberikan informasi berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan. 
D. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informsai yang diperlukan berkaitan dengan 
permasalahan dan pembahasan penulisan skripsi ini, maka dilakukan penelitian 
dengan memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gowa, Kantor BPJS Kesehatan 
Cabang Utama Makassar dan Kantor Dinas Kesehatan Kab. Gowa  
E. Teknik Analisis Data 
Data yang diperoleh, data primer maupun data sekunder dianalisa secara 
kualitatif yaitu suatu cara penelitian yang dilakukan guna mencari kebenaran 
kualitatif. Analisa kualitatif dilakukan dengan jalan memberikan analisis terhadap 
Kebijakan Pemerintah Kab. Gowa Keluar dari Kepesertaan Integrasi BPJS 





menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesainnya yang 

















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Tentang BPJS Kesehatan46 
a. Sejarah BPJS Kesehatan 
Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional, bangsa Indonesia telah memiliki sistem Jaminan Sosial bagi 
seluruh rakyat Indonesia. Untuk mewujudkan tujuan sistem jaminan sosial nasional perlu 
dibentuk badan penyelenggara yang berbentuk badan hukum publik berdasarkan prinsip 
kegotongroyongan, nirlaba, keterbukaan, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas, 
kepesertaan bersifat wajib, dana amanat, dan hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial 
dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan sebesar-besarnya untuk 
kepentingan Peserta.  
Sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional maka dibentuk Badan penyelenggara Jaminan Sosial melalui 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
Dengan Undang-Undang ini dibentuk 2 (dua) BPJS yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS 
Ketenagakerjaan.  
BPJS Kesehatan mulai beroperasi menyelenggarakan Program Jaminan 
Kesehatan pada tanggal 1 Januari 2014 dan merupakan transformasi kelembagaan PT 
Askes (Persero).  
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Badan Penyelenggara Dana Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK) ~ 1968. 
   
Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang secara jelas 
mengatur pemeliharaan kesehatan bagi Pegawai Negeri dan Penerima Pensiun 
(PNS dan ABRI) beserta anggota keluarganya berdasarkan Keputusan Presiden 
Nomor 230 Tahun 1968. Menteri Kesehatan membentuk Badan Khusus di 
lingkungan Departemen Kesehatan RI yaitu Badan Penyelenggara Dana 
Pemeliharaan Kesehatan (BPDPK), dimana oleh Menteri Kesehatan RI pada 
waktu itu (Prof. Dr. G.A. Siwabessy) dinyatakan sebagai embrio Asuransi 
Kesehatan Semesta.  
Perusahaan Umum Husada Bhakti ~ 1984-1991. 
 
Untuk lebih meningkatkan program jaminan pemeliharaan kesehatan 
bagi peserta dan agar dapat dikelola secara profesional, Pemerintah menerbitkan 
Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1984 tentang Pemeliharaan Kesehatan 
Bagi Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun (PNS, ABRI dan Pejabat Negara) 
beserta anggota keluarganya. Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
1984, status badan penyelenggara diubah menjadi Perusahaan Umum Husada 
Bhakti.  
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991, kepesertaan 
program jaminan pemeliharaan kesehatan yang dikelola Perum Husada Bhakti 
ditambah dengan Veteran dan Perintis Kemerdekaan beserta anggota keluarganya. 
Disamping itu, perusahaan diijinkan memperluas jangkauan kepesertaannya ke 





PT Askes (Persero) ~ 1992 – 2013. 
 
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1992 status 
Perusahaan Umum (Perum) diubah menjadi Perusahaan Perseroan (PT Persero) 
dengan pertimbangan fleksibilitas pengelolaan keuangan, kontribusi kepada 
Pemerintah dapat dinegosiasi untuk kepentingan pelayanan kepada peserta dan 
manajemen lebih mandiri.  
Pada tahun 2004 sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, PT Askes (Persero) sebagai 
salah satu calon Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.  
Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 
1241/Menkes/XI/2004 PT Askes (Persero) ditunjuk sebagai penyelenggara 
Program Jaminan Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM). PT Askes 
(Persero) mendapat penugasan untuk mengelola kepesertaan serta pelayanan 
kesehatan dasar dan rujukan.  
Di tahun 2008, Pemerintah mengubah nama Program Jaminan 
Kesehatan Bagi Masyarakat Miskin (PJKMM) menjadi Program Jaminan 
Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas). PT Askes (Persero) berdasarkan Surat 
Menteri Kesehatan RI Nomor 112/Menkes/II/2008 mendapat penugasan untuk 
melaksanakan Manajemen Kepesertaan Program Jamkesmas yang meliputi 
tatalaksana kepesertaan, tatalaksana pelayanan dan tatalaksana organisasi dan 
manajemen.  
Untuk mempersiapkan PT Askes (Persero) bertransformasi menjadi 





tentang SJSN, maka dilakukan pemisahan Program Askes Sosial dan Askes 
Komersial. Dan tahun 2008 dibentuk anak perusahaan PT Askes (Persero) yaitu 
PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia, yang didirikan berdasarkan Akta Notaris 
Nomor 2 Tahun 2008, tanggal 6 Oktober 2008 dengan perubahan Nomor 7 
tanggal 18 Desember 2008 dengan Akta Nomor 4 tanggal 13 Maret 2009.  
Pada tanggal 20 Maret 2009 berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Keuangan Nomor Kep-38/KM.10/2009 PT Asuransi Jiwa InHealth Indonesia 
selaku anak perusahaan dari PT Askes (Persero) telah memperoleh ijin 
operasionalnya. Dengan dikeluarkannya ijin operasional ini maka PT Asuransi 
Jiwa InHealth Indonesia mulai beroperasi secara komersial pada 1 April 2009.  
PT Askes (Persero) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 
2009 ditugaskan untuk menyelenggarakan jaminan kesehatan bagi para menteri 
dan pejabat tertentu (Program Jamkesmen).  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial, Dewan Komisaris dan Direksi PT Askes (Persero) 
sampai dengan beroperasinya BPJS Kesehatan ditugasi untuk:  
a) menyiapkan operasional BPJS Kesehatan untuk program jaminan kesehatan.  
b) menyiapkan pengalihan aset dan liabilitas, pegawai, serta hak dan  kewajiban 





BPJS Kesehatan ~ 2014 – sekarang.  
Berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem 
Jaminan Sosial Nasional dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 
Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial maka pada tanggal 1 
Januari 2014 PT Askes (Persero) bertransformasi kelembagaan menjadi BPJS 
Kesehatan. Transformasi tersebut diikuti adanya pengalihan peserta, program, aset 
dan liabilitas, pegawai, serta hak dan kewajiban.  
Sejak beroperasinya BPJS Kesehatan, Kementerian Kesehatan tidak 
lagi menyelenggarakan program jaminan kesehatan masyarakat, Kementerian 
Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia, dan Kepolisian Republik Indonesia tidak 
lagi menyelenggarakan program pelayanan kesehatan bagi pesertanya, kecuali 
untuk pelayanan kesehatan tertentu berkaitan dengan kegiatan operasionalnya 
yang ditetapkan dengan Peraturan Presiden dan PT Jamsostek (Persero) tidak lagi 
menyelenggarakan program jaminan pemeliharaan kesehatan. 
b. Visi dan Misi BPJS Kesehatan 
Visi BPJS Kesehatan. 
Paling lambat 1 Januari 2019, seluruh penduduk Indonesia memiliki 
jaminan kesehatan nasional untuk memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan 
dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya yang 








Misi BPJS Kesehatan. 
a) Membangun kemitraan strategis dengan berbagai lembaga dan mendorong 
partisipasi masyarakat dalam perluasan kepesertaan Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN).  
b) Menjalankan dan memantapkan sistem jaminan pelayanan kesehatan yang 
efektif, efisien, dan bermutu kepada peserta melalui kemitraan yang optimal 
dengan fasilitas kesehatan  
c) Mengoptimalkan pengelolaan dana program jaminan sosial dan dana BPJS 
Kesehatan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel untuk mendukung 
kesinambungan program.  
d) Membangun BPJS Kesehatan yang efektif berlandaskan prinsip-prinsip tata 
kelola organisasi yang baik dan meningkatkan kompetensi pegawai untuk 
mencapai kinerja unggul.  
e) Mengimplementasikan dan mengembangkan sistem perencanaan dan 
evaluasi, kajian, manajemen mutu dan manajemen risiko atas seluruh 
operasionalisasi BPJS Kesehatan.  
f) Mengembangkan dan memantapkan teknologi informasi dan komunikasi 
untuk mendukung keseluruhan operasionalisasi BPJS Kesehatan. 
B. Tentang Kabupaten Gowa 
a. Letak Geografis Kabupaten Gowa 
Kabupaten Gowa berada pada 119.3773o  bujur barat dan 120.0317o  





Kabupaten yang berada di daerah selatan dari Sulawesi Selatan merupakan daerah 
otonom ini, di sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten 
Maros. Di sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba dan 
Bantaeng. Di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan 
Jeneponto sedangkan di bagian baratnya dengan Kota Makassar dan Takalar.47 
Gambar 4.1 
Peta Administrasi Kabupaten Gowa 
 
   Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten  Gowa 
Wilayah administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan dan 
167 desa/kelurahan dengan luas 1.883,33 kilometer persegi atau sama dengan 
3,01 persen dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten 
                                                          





Gowa sebagian besar merupakan dataran tinggi yaitu sekitar 77,26 persen. Ada 9 
wilayah kecamatan yang merupakan dataran tinggi yaitu, Parangloe, Manuju, 
Tinggimoncong, Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu 
dan Biringbulu. Dari total luas Kabupaten Gowa 35,30 persen mempunyai 
kemiringan tanah diatas 40 derajat, yaitu pada wilayah Kecamatan Parangloe, 
Tinggimoncong, Bungaya dan Tompobulu. Kabupaten Gowa dilalui oleh banyak 
sungai yang cukup besar yaitu ada 15 sungai. Sungai dengan luas daerah aliran 
yang terbesar adalah Sungai Jeneberang yaitu seluas 881 km2 dengan panjang 90 
km.48    
Tabel 4.3 
Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Gowa Tahun 2016 
No Kecamatan Luas (km2) Persentase 
1 Bontonompo 30,39 1,61 
2 Bontonompo Selatan 29,24 1,55 
3 Bajeng 60,09 3,19 
4 Bajeng Barat 19,04 1,01 
5 Pallangga 48,24 2,56 
6 Barombong 20,67 1,10 
7 Somba Opu 28,09 1,49 
8 Bontomarannu 52,63 2,80 
9 Pattallassang 84,96 4,51 
                                                          






10 Parangloe 221,26 11,75 
11 Manuju 91,90 4,88 
12 Timggimoncong 142,87 7,59 
13 Tombolo Pao 251,82 13,37 
14 Parigi 132,76 7,05 
15 Bungaya 175,53 9,32 
16 Bontolempangan 142,46 7,56 
17 Tompobulu 132,54 7,04 
18 Biringbulu 218,84 11,62 
Jumlah 1.888,33 100,00 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 
b. Penduduk 
Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis 
Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili 
kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan untuk menetap.49 Definisi tentang penduduk 
ialah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-
aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus. 
Dalam ilmu sosiologi, penduduk adalah kumpulan manusia yang menempati 
wilayah gegrafi atau ruang tertentu.50 
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50 Ahmad Rifai Faisal, Analisis Sektor Base Di Kabupaten Gowa Tahun 2009-2014, 
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Penduduk suatu Negara atau daerah di definisikan menjadi 2 yaitu:51 
1.  Orang yang tinggal di daerah tersebut. 
2.  Orang yang secara hokum berhak tinggal di daerah tersebut. 
Jumlah penduduk kabupaten Gowa tahun 2016 sebanyak 735.493 jiwa 
dengan rasio jenis kelamin 0,968 atau 361.814 laki-laki dan 373.679 perempuan. 
Dengan demikian, secara keseluruhan penduduk laki-laki di kabupaten Gowa 
jumlahnya lebih sedikit dari jumlah penduduk perempuan. 
 
Tabel 4.4 
Data Jumlah Penduduk Kabupaten Gowa Tahun 2016 Menurut 
Kecamatan dan Jenis Kelamin 
No Kecamatan Laki-laki Perempuan Jumlah 
1 Bontonompo 19.955 21.863 41.818 
2 Bontonompo Selatan 14.316 15.447 29.763 
3 Bajeng 34.024 34.796 68.820 
4 Bajeng Barat 12.098 12.754 24.852 
5 Pallangga 59.694 61.086 120.780 
6 Barombong 19.515 19.988 39.503 
7 Somba Opu 81.239 81.740 162.979 
8 Bontomarannu 17.381 17.633 35.014 
9 Pattallassang 12.059 12.005 24.064 
                                                          







10 Parangloe 8.977 9.407 18.384 
11 Manuju 7.229 7.730 14.959 
12 Tinggimoncong 11.801 12.049 23.850 
13 Tombolo Pao 14.802 14.362 29.164 
14 Parigi 5.961 6.736 12.697 
15 Bungaya 7.829 8.471 16.300 
16 Bontolempangan 5.800 6.513 12.313 
17 Tompobulu 13.791 14.817 28.608 
18 Biringbulu 15.343 16.282 31.625 
Total 361.814 373.679 735.493 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 
c. Kesehatan 
Kesehatan  merupakan hal yang utama bagi manusia. Setiap individu 
dapat melakukan aktivitas sehari-hari dengan produktif dengan keadaan yang 
sehat. Saat sakit tentu diperlukan biaya untuk berobat ke dokter atau membeli 
obat. Pemerintah Indonesia bertanggung jawab dalam memberikan jaminan 
perlindungan kesehatan dan fasilitas bagi masyarakat Indonesia sesuai Peraturan 
Presiden Nomor 28 Tahun 2016 mengenai jaminan kesehatan.52 
Berbicra tentang kesehatan adapun jumlah fasilitas kesehatan yang 
dimiliki oleh Kabupaten Gowa berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat 
Statistik Kabupaten Gowa dapat dilihat ditabel berikut 
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Bontonompo - - 1 .. - 
Bontonompo 
Selatan 
- - 1 .. - 
Bajeng - - 2 .. - 
Bajeng Barat - - 1 .. - 
Pallangga - 1 2 .. - 
Barombong - - 2 .. - 
Somba Opu 1 6 2 .. - 
Bontomarannu - - 1 .. - 
Pattallassang - - 2 .. - 
Parangloe - - 1 .. - 
Manuju - - 1 .. - 
Tinggimoncong - - 1 .. - 
Tombolo Pao - - 1 .. - 
Parigi - - 1 .. - 
Bungaya - - 1 .. - 





Tompobulu - - 1 .. - 
Biringbulu - - 3 .. - 
Jumlah 1 7 26 19 - 
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Gowa 
Berkaitan dengan kesehatan adapun visi dan misi serta kedudukan dari 
Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa sebagai berikut:53 
1) Visi 
Visi Dinas Kesehatan  yaitu “ GOWA MENUJU SEHAT “. Secara 
filosofis, visi tersebut mengandung makna bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten 
Gowa dengan segala potensinya akan berusaha untuk meningkatkan derajat 
kesehatan masyarakat yang berperilaku sehat dengan menerapkan konsep- konsep 
sehat pada semua tatanan baik perorangan,keluarga maupun kelompok-kelompok 
masyarakat secara konsisten, untuk mencapai hal tersebut maka harus dilakukan 
secara terus menerus. 
2) Misi 
- Menyiapkan Tenaga sarana dan Prasarana Pelayanan Kesehatan. 
- Memelihara dan meningkatkan Pelayanan yang bermutu merata. dan 
terjangkau. 
- Mendorong Kemandirian Masyarakat untuk hidup sehat. 
- Memelihara dan meningkatkan Kesehatan idividu Keluarga dan 
Masyarakat beserta lingkungannya. 
3) Kedudukan 
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Dinas kesehatan Kabupaten Gowa yang memiliki tugas dan fungsi di 
bidang pelayanan kesehatan. Tugas Dinas Kesehatan adalah melaksanakan 
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan daerah 
yang bersifat spesifik di bidang pelayanan kesehatan yang menjadi tanggung 
jawab berdasarkan kewenangannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. Adapun fungsi Dinas Kesehatan adalah : 
- Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan. 
- Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintah daerah di 
bidang pelayanan kesehatan. 
- Pelaksanaan tugas di bidang pelayanan kesehatan sesuai dengan 
lingkup tugasnya. 
- Pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, sarana, 
keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan peralatan. 
- Pelaksanaan tugas lain yang dibebankan oleh Bupati sesuai dengan 
tugas dan fungsinya.. 
C. Sikap Politik Pemerintah Kabupaten Gowa Untuk Keluar Dari 
Kepesertaan Integrasi BPJS Kesehatan 
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 
disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum, yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (yang selanjutnya 





bertanggung jawab kepada Presiden.54 BPJS Kesehatan memiliki tugas untuk 
menyelenggarakan Jaminan Kesehatan Nasional bagi seluruh rakyat Indonesia, 
terutama untuk Pengawai Negeri Sipil (PNS), Penerima pensiun PNS, TNI, Polri, 
Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta keluarganya dan Badan Usaha lainnya 
ataupun rakyat biasa, serta termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 
(enam) bulan di Indonesia yang telah membayar iuran. 
Berkaitan dengan BPJS Kesehatan dimana per 1 Januari 2017 Pemerintah 
Kabupaten Gowa Adnan Purichta Ichsan YL, S.H mengambil sikap politik dalam 
hal ini kebijakan untuk keluar dari kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan. Selain 
memutuskan untuk keluar dari kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan. Pemerintah 
Kabupaten Gowa melakukan gugatan atas Undang-undang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (BPJS) ke Mahkamah Konstitusi. Pendaftaran perkara ini diwakili 
oleh kuasa hukum Adnan, Hendrayana SH, Rabu 12 Oktober 2016.Pendaftaran 
perkara ini ditandai dengan nomor tanda terima 1626/PAN.MK/X/2016. Pokok 
perkara adalah pengujian UU Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial Terhadap UUD 1945.55 
Terkait masalah diatas dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan 
Kabupaten Gowa Drs. Armin AS. M.AP. saat diwawancara di kantor Dinas 
Kesehatan Kabupaten Gowa yang beralamat di  Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 
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Dengan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tentang Pelayanan Kesehatan Tingkat 
Pertama Bagi Peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional, Nomor: 367/KTR/IX-01/1217, 
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55Pemerintah Kabupaten Gowa. 2017, Gowa Keluar Dari Kepesertaan Integrasi BPJS 
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Sungguminasa. Adapun alasan Pemerintah Kabupaten Gowa mengambil sikap 
politik dalam hal ini untuk keluar dari kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan 
disebabkan beberapa faktor: 
1. “Faktor pertama terkait dengan jenis layanan, dimana jenis layananan sama 
dengan program kesehatan gratis Kabupaten Gowa. Akan tetapi jumlah 
kepesertaan yang jadi masalah, jika kita berintegrasi pada saat itu hanya bisa 
ditanggung tidak sesuai dengan apa yang sudah ditanggung oleh program 
kesehatan gratis Kabupaten Gowa. Kalau kesehatan gratis adalah semua 
penduduk tanpa mengenal kaya ataupun miskin yang mau menggunakan 
kelas 3 rumah sakit dan semua pelayanan dasar dipuskesmas seluruh 
Kabupaten Gowa itu gratis dengan hanya menggunakan KK, KTP, atau surat 




 “Sedangkan integrasi BPJS Kesehatan hanya menanggung masyarakat 
miskin dan kurang mampu dengan kouta yang dibatasi yaitu hanya 129.000 
yang berarti terdapat 180.000 yang tidak masuk tanggungan BPJS Kesehatan 
padahal terdapat 300.000 lebih warga miskin dan kurang mampu di 
Kabupaten Gowa. Selain itu pelayanan apabila menggunakan BPJS 
Kesehatan harus disertai dengan membawa kartu BPJS Kesehatan dimana 
kita ketahui pengurusan kartu BPJS itu sangat ribet. Mulai dari kelengkapan 
surat-surat, seluruh anggota keluarga harus terdaftar belum lagi harus antri 
cukup lama. Selain itu harus terdaftar disemua puskesmas apabila tidak 
terdaftar harus membawa surat rujukan kecuali Pasien Gawat Darurat”.56 
 
2. “Faktor kedua terkait masalah efisiensi anggaran”.57 
 
 Sebagaiamana kita ketahui bahwa  Kabupaten Gowa sudah memiliki 
program kesehatan gratis yang dikelola secara mandiri sejak tahun 2009 dan 
sudah tertuang dalam Perda No.4 Tahun 2008 Tentang Kesehatan Gratis. Setiap 
tahun Pemerintah Kabupaten Gowa mengeluarkan anggarkan sebesar Rp 16 
milyar untuk program kesehatan gratis. Dengan adanya BPJS Kesehatan, 
Pemerintah Kabupaten Gowa harus mengeluarkan anggaran untuk kesehatan 
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mencapai Rp 20 milyar setiap tahunnya. Nilai tersebut tentunya sangat besar jika 
dibandingkan anggaran yang harus pemerintah daerah gelontarkan di program 
kesehatan gratis sebanyak Rp 16 milyar dan sudah termasuk rujukan ke rumah 
sakit yang ada di Kota Makassar.58 
Sehubungan dengan keluarnya Kabupaten Gowa dari kepesertaan integrasi 
BPJS Kesehatan. Adapun tanggapan dari pihak BPJS Kesehatan seperti 
disampaikan dalam wawancara dengan staf Informasi Publik BPJS Kesehatan 
Cabang Utama Makassar dalam hal ini Wira Pratiwi, 
“Sebenarnya waktu itu kami sedikit kecewa apalagi saat itu kami (BPJS 
Kesehatan) sebenarnya sedang melakukan pendekatan terhadap Pemerintah 
Kabupaten Gowa serta sedang melakukan sosialisasi kepada masyarakat 
Kabupaten Gowa terkait masalah BPJS Kesehatan seperti manfaat, jenis, 
konsekuensi dsb. Akan tetapi dari pihak Pemerintah Kabupaten Gowa sendiri 
tetap pada keputusannya”.59  
 
Terkait alasannya seperti disampaikan beliau dalam wawancara, 
 “Bahwa Pemerintah Kabupaten Gowa keluar dengan alasan adanya kata 
wajib dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial dan mereka tidak setuju dengan hal itu. Apalagi 
mereka menganggap bahwa program Kesehatan Gratis lebih bagus hanya dengan 
membawa KK bisa terjamin kalau BPJS Kesehatan mereka berpendapat agak 
ribet. Padahal bila dipikir-pikir program Kesehatan Gratis hanya berlaku di 
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“Sebenarnya kami sudah melakukan pendekatan, akan tetapi karena 
keputusannya sudah bulat dan mereka melakukan Kasasi jadi kami memutuskan 
untuk menunggu hasil Kasasi tersebut ”.61 
 
Sementara itu terkait keluarnya Kabupaten Gowa dari kepesertaan 
integrasi BPJS Kesehatan. Ketua DPRD Kabupaten Gowa dan Gubernur Sulawesi 
Selatan saat itu angkat bicara sebagaimana dilansir dari Jawapos.com dimana 
ketua DPRD Kabupaten Gowa Anzar Zaenal Bate mengaku mendukung penuh 
langkah pemerintah Kabupaten Gowa keluar dari integrasi BPJS maupun gugatan 
di Mahkamah Konstitusi (MK) yang saat ini sementara bergulir. "Jadi ada dua 
alasan kami (Dewan) mendukung Pemda Gowa keluar dari integrasi BPJS. Salah 
satunya, kami dukung program kesehatan gratis dengan menetapkan anggaran 
kesehatan 2017 sebesar Rp16 miliar," katanya. Pasalnya, program pelayanan 
kesehatan gratis Pemda Gowa yang berlaku sejak 2009 lalu lebih bagus 
dibandingkan BPJS. "BPJS ribet, harus urus ini dan urus itu, kalau kesehatan 
gtatis cukup bawa KTP dan KK saja sudah dilayani," tambahnya. Alasan kedua, 
kata Ansar Bate, keluarnya Pemda Gowa dari integrasi BPJS bisa mengefisiensi 
anggaran. "Kalau kesehatan gratis itu anggarannya Rp16 miliar saja sementara 
BPJS anggarannya sekitar Rp22 miliar," tutupnya. Sementara Gubernur Syahrul 
Yasin Limpo ikut angkat bicara soal keputusan Pemkab Gowa menghentikan 
kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Menurutnya keputusan ini diambil karena 
                                                          





daerah menggaransi bisa mengelola sendiri jaminan kesehatannya. "Kebijakan itu 
diambil tentu untuk kepentingan rakyat di daerahnya. Beban masyarakat di BPJS 
kan kini menjadi beban Pemkab Gowa,".62 
Menyikapi keluarnya Kabupaten Gowa dari integrasi BPJS Kesehatan 
dengan berbagai faktor mulai dari efisiensi anggaran disebabkan Kabupaten Gowa 
sudah memiliki program kesehatan gratis hingga masih lebih baiknya kesehatan 
gratis ketimbang BPJS Kesehatan menurut Pemerintah Kabupaten Gowa, adapun 
komentar dari pengguna BPJS Kesehatan di Kabupaten Gowa, sebagai berikut: 
1. “Kalau menurut saya masih lebih efisien penggunaan BPJS Kesehatan 
ketimbang kesehatan gratis karena kalau kesehatan gratis, selama ini menurut 
yang saya lihat masih terbatas, misalnya obat-obatannya masih yang generik 
terus penanganannya masih kurang maksimal. Sedangkan BPJS obat-
obatannya lebih baik ketimbang kesehatan gratis, penanganannya pun masih 
lebih baik”.63 
 
2. “Kurang setuju karena BPJS Ini kita bisa gunakan diluar Kabupaten Gowa 
karena sifatnya nasional kalau kesehatan gratis cuma berlaku di wilayah 
Gowa”.64 
 
3. “Sebenarnya banyak keluhan dari masyarakat, khususnya saya sendiri sebagai 
pengguna BPJS Kesehatan karena kesehatn gratis dan BPJS Kesehatan itu 
pelayanannya berbeda, saya sendiri pernah merasakan menggunakan BPJS 
dan kesehatan gratis itu berbeda, lebih diutamakan kami yang menggunakan 
BPJS ketimbang kesehatan gratis.” 65 
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4. “Kalau dipikir sepertinya kurang tepat, kalau Pemerintah Kabupaten Gowa 
keluar dari BPJS Kesehatan karena pada dasarnya menurut pengalaman saya. 
Pelayanan kesehatan gratis dan BPJS itu berbeda. Alangkah baiknya kedua-
duanya jalan”.66 
 
5. “Tidak setuju, walaupun kami dialihkan ke kesehatan gratis, pasti akan repot 
urus surat-surat, urus ini itu dsb”.67 
 
6. “Baik BPJS Kesehatan maupun kesehatan gratis punya kelebihan dan 
kekurangan masing-masing, alangkah baiknya apabila keduanya jalan tanpa 
harus ada yang dikorbankan, jadi saya rasa kebijakan tersebut kurang tepat”.68 
 
Pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa mayoritas masyarakat di 
Kabupaten Gowa kurang sependapat dengan adanya kebijakan Pemerintah 
Kabupaten Gowa terkait keluar dari integrasi BPJS Kesehatan, dengan berbagai 
alasan mulai dari pelayanan, ketersediaan obat dsb. 
Bila kita berbicara kebijakan tentunya ada formulasi sebelumnya, baik 
dalam bentuk Undang-Undang, Instruksi Pemerintah ataupun Keputusan 
Pemerintah. Terkait kebijakan keluarnya Kabupaten Gowa dari kepesertaan 
Integrasi BPJS Kesehatan. Adapun formulasinya, yaitu pertama Keputusan 
Pemerintah Kabupaten Gowa yang disampaikan dalam sebuah konferens pers 
yang dihadirin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa H. Hasanuddin, 
Direktur RSUD Syekh Yusuf dr H. Salahuddin, dan Kepala Dinas Pengelola 
Keuangan Daerah (DPKD) Kabupaten Gowa, serta awak media. Kedua Instruksi 
Pemerintah Kabupaten Gowa kepada instansi terkait bahwa telah keluar dari 
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kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan. Ketiga terkait masalah Undang-Undang 
kembali kepada perda yang sudah ada yaitu Perda No.4 Tahun 2008 Tentang 
Kesehatan Gratis.    
D. Faktor-faktor Apa Yang Menyebabkan Kebijakan Pemerintah Kab. 
Gowa Untuk Masuk Kembali Dari Kepesertaan Integrasi BPJS 
Kesehatan 
Pemerintah Daerah diharapkan hadir dalam upaya meningkatkan kualitas 
program JKN-KIS sesuai dengan amanat UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang 
Sistem Jaminan Sosial Nasional. Saat ini sudah banyak Pemerintah Daerah yang 
mengintegrasikan program jaminan kesehatan daerah (Jamkesda), dan Pemerintah 
Kabupaten Gowa telah kembali turut serta mengintegrasikan program tersebut ke 
skema JKN-KIS.69 
“Kami sangat mengapresiasi apa yang telah dilakukan Pemerintah 
Kabupaten Gowa, yang telah mengintegrasikan program ini. Besar harapan kami, 
di akhir tahun 2017 ini program Jamkesda seluruh Kabupaten/ Kota khususnya di 
wilayah Sulawesi Selatan dapat terintegrasi dalam Program JKN-KIS, dan seluruh 
Pemerintah Daerah dapat mendukung terwujudnya Universal Health Coverage 
bagi penduduk di daerah masing-masing melalui Program JKN-KIS, sehingga 
program ini dapat semakin dirasakan manfaatnya oleh seluruh Rakyat Indonesia,” 
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jelas Unting Patri Wicaksono, Kepala BPJS Kesehatan Cabang Utama Makassar, 
saat Penandatanganan Kerjasama Integrasi Jamkesda Kabupaten Gowa.70 
Adapun jumlah peserta Jamkesda Kabupaten Gowa yang telah 
diintegrasikan dalam Program JKN-KIS adalah 122.246  jiwa. Sehingga total 
kepesertaan JKN-KIS Se-wilayah Kabupaten Gowa pada tahun 2017 adalah 
sebanyak 485.217 jiwa. Dalam memenuhi aspek portabilitas dan aksesibilitas 
pelayanan kesehatan bagi peserta JKN-KIS, di wilayah kerja Kabupaten Gowa 
terdapat 41 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), 2 Fasilitas Kesehatan 
Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) di wilayah kabupaten Gowa serta Fasilitas 
Kesehatan di wilayah lain  yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan diseluruh 
indonesia sesuai dengan prosedur yang berlaku, siap mendukung pelayanan 
kesehatan bagi peserta JKN-KIS termasuk integrasi Jamkesda yang ada di 
Kabupaten Gowa yang diamanahkan kepada BPJS Kesehatan.71 
“Pemda menjadi tulang punggung implementasi program strategis 
nasional, termasuk di dalamnya Program JKN-KIS. Dukungan dan peran serta 
Pemda sangatlah menentukan dalam memaksimalkan program JKN-KIS, 
setidaknya terdapat 3 peran penting diantaranya memperluas cakupan kepesertaan, 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, dan peningkatan tingkat kepatuhan”. 
Beliau menambahkan, pertumbuhan peserta Program JKN-KIS terbilang cukup 
pesat. Memasuki tahun ke-empat dalam mengelola jaminan kesehatan, jumlah 
kepesertaan JKN-KIS telah mencapai lebih dari 182 juta jiwa atau hampir 
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mencapai 71% dari total penduduk Indonesia. Dan hingga saat ini 470 
Kabupaten/Kota di Indonesia, telah mengintegrasikan Jamkesda-nya ke BPJS 
Kesehatan dengan jumlah kepesertaan 17 juta jiwa. “Saat ini peran serta Pemda 
sangat strategis bukan hanya dari sisi pembiayaan, namun bagaimana 
mengoptimalkan kualitas dan mutu pelayanan kesehatan sehingga derajat 
kesehatan masyarakat semakin meningkat, dan kami siap untuk bekerja bersama-
sama”.72 
Penjelasan diatas menunjukkan bahwa telah kembalinya Kabupaten 
Gowa kedalam Kepesertaan Integrasi BPJS Kesehatan. Terkait kembalinya 
Pemerintah Kabupaten Gowa terintegrasi dengan BPJS Kesehatan hal ini 
dibenarkan oleh Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Drs. Armin AS. 
M.AP. saat ditemui di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. Beliau 
mengatakan bahwa, 
“Per 1 Oktober 2017 Pemerintah Kabupaten Gowa kembali pada 
integrasi BPJS Kesehatan”.73 
  
Hal ini ditandai dengan adanya penandatanganan MoU perjajian 
kerjasama Pemerintah Kabupaten Gowa dengan BPJS Kesehatan Cabang Utama 
Makassar. Penandatanganan ini dilakukan di Baruga Karaeng Galesong, Kantor 
Bupati Gowa. Mewakili Kabupaten Gowa yakni Bupati Gowa Adnan Purichta 
Ichsan YL sedangkan dari pihak BPJS Kesehatan diwakili Kepala Cabang Utama 
Makassar drg. Unting Patri Wicaksono dan disaksikan oleh H. Anshar Zainal Bate 
                                                          
72BPJS Kesehatan, Kabupaten Gowa Kembali Integrasikan Penduduknya Dalam 
Program JKN-KIS, Diakses Pada https://bpjs-kesehatan.go.id, (3 Oktober 2018). 





bersama Anggota DPRD Kabupaten Gowa dan Pimpinan SKPD Kabupaten 
Gowa. 
Adapun faktor yang mendasari kembalinya Kabupaten Gowa terintegrasi 
dengan BPJS Kesehatan: 
1. “Karena ditolak di Mahkamah Konstitusi (MK) hasil dari yudisial review 
terkait uji materi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial”.74  
 
Seperti kita ketahui bahwa setelah memutuskan untuk keluar dari 
Integrasi BPJS Kesehatan, Pemerintah Kabupaten Gowa melakukan gugatan ke 
Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Undang-Undang Nomor 24 Tauhun 2011 
tetang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Kemudian adapun hasilnya, 
Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak permohonan uji materi Pasal 4 
huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 
tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) yang diajukan oleh 
Bupati Gowa, Adnan Purichta Ichsan. Hal ini disampaikan Ketua MK, Arief 
Hidayat, dalam sidang putusan yang digelar di MK, Jakarta Pusat, Selasa 
(23/5/2017). "Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya," ujar Arief. 
Sebelumnya, dalam permohonannya, pemohon beralasan bahwa ketentuan 
kewajiban setiap warga untuk menjadi peserta BPJS Kesehatan membuat dirinya 
sebagai kepala daerah tidak bisa leluasa dalam memberikan pelayanan kesehatan 
gratis yang sesuai kebutuhan warganya. Padahal, pemerintah daerah mempunyai 
tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang 
kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Hal itu diatur dalam Pasal 11 Ayat 1 dan 
                                                          





Ayat 2, Pasal 12 Ayat 1 huruf b, dan Pasal 298 Ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi UU Nomor 9 Tahun 
2015. Sementara, dalam putusannya, MK beralasan, BPJS merupakan sistem 
jaminan sosial yang telah mencakup kepentingan rakyat.75 
2. “Ini (BPJS Kesehatan) adalah program nasional, maka harus ikut. Kemudian 
ada Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, karena ini 
merupakan amanat konstitusi, maka mau tidak mau harus ikut”.76 
.  
Terkait kembalinya Kabupaten Gowa kedalam kepesertaan integrasi 
BPJS Kesehatan adapun tanggapan pihak BPJS Kesehatan melalui staf informasi 
publik dalam hal ini Wira Pratiwi menjelaskan bahwa, 
“Tentunya kami sangat mengapresiasi keputusan mereka (Pemerintah 
Kabupaten Gowa) untuk kembali lagi kedalam kepesertaan integrasi BPJS 
kesehatan, dan pada dasarnya mereka (Pemerintah Kabupaten Gowa) harus 
kembali, mengikuti hasil keputusan sidang Kasasi”.77 
 
Selanjutnya ketika disinggung apabila Pemerintah Kabupaten Gowa 
menang dalam sidang Kasasi tersebut, langkah apa yang akan diambil oleh BPJS 
Ksehatan, 
“Tentunya akan ada langkah yang akan kami ambil, dan pastinya teman-
teman dipusat akan memikirkan langkah-langkah yang tepat untuk itu”.78 
 
Menyikapi kembalinya Kabupaten Gowa kedalam integrasi BPJS 
Kesehatan, adapun komentar dari pengguna BPJS Kesehatan di Kabupaten Gowa, 
Sebagai berikut: 
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1. “Bagus sih mereka (Pemerintah Kabupaten Gowa) kembali, saya senang akan 
hal itu karena kalau misalnya mau berobat di luar wilayah Gowa jadi lebih 
mudah”.79 
 
2. “Kalau menurut saya sih bagus, Kabupaten Gowa tetap sebagai pelaksana 
BPJS Kesehatan karena kita sebagai pengguna BPJS Kesehatan lebih merasa 
terjamin apabila sewaktu-waktu kita membutuhkan perawatan atau keluarga 
membutuhkan perawatan”.80 
 
3. “Saya merasa itu keputusan yang bijak dengan kembalinya BPJS diterapkan 
di Kabupaten Gowa karena dengan adanya BPJS kita otomatis sudah bisa 
melakukan pengobatan diberbagai tempat, kita sudah bisa meminta rujukan 
diberbagai tempat lagi, bukan Cuma yang ada di Kabupaten Gowa”.81 
 
4. “Kalau saya sih sependapat saja karena memang seharusnya Pemerintah 
Kabupaten Gowa kembali ke dalam BPJS Kesehatan”.82 
 
5. “Sebagai pengguna BPJS Kesehatan tentunya setuju akan hal itu, jadi lebih 
banyak akses kesehatan tidak terbatas pada wilayah Kabupaten Gowa saja”.83 
 
6. “Seperti yang saya katakana tadi, alangkah baiknya kedua-duanya jalan, baik 
itu BPJS Kesehatan maupun kesehatan gratis, jadi saya piker ini tepat”.84 
 
Komentar diatas dapat kita simpulkan bahwa masyarakat Kabupaten 
Gowa sangat setuju dengan kembalinya Kabupaten Gowa kedalam integrasi BPJS 
Kesehatan, salah satu alasannya yang dapat kita lihat diatas terkait masalah akses 
                                                          
79
 Rahman Dg. Mangka (Tukang Service Elektronik), Pengguna BPJS Kesehatan, Nomor 
Kartu: 0002206173148, faskes Tinkat 1: Somba Opu. 
80
 Hasriani A (Guru), Pengguna BPJS Kesehatan, Nomor Kartu: 0001847514735, Faskes 
Tingkat 1: Pallangga. 
81Rina Kusuma Wardana (Guru), Pengguna BPJS Kesehatan, Nomor Kartu: 
0001870362832, Faskes Tingkat 1: Klinik Medika Putra.  
82Hasriani (Ibu Rumah Tangga), Pengguna BPJS Kesehatan, Nomor Kartu: 
0002206173971, Faskes Tingkat 1: Somba Opu. 
83Hamsinah Dg. Bau (Ibu Rumah Tangga), Pengguna BPJS Kesehatan, Nomor Kartu: 
0001562188577, Faskes Tingkat 1: Kampili. 
84Ibrahim (Siswa SMK Negeri 4 Gowa), Pengguna BPJS Kesehatan, Nomor Kartu: 






kesehatan yang lebih banyak ketimbang hanya mengandalkan program kesehatan 
gratis itu sendiri. 
Setelah akhirnya memutuskan untuk kembali terintegrasi dengan BPJS 
Kesehatan Bupati Gowa Adnan Purichta Ichsan YL mengeluarkan instruksi 
Bupati kepada instansi terkait termasuk Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa. 
Selanjutnya,85 
“Terkait program kesehatan gratis di Kabupaten Gowa tentunya masih 
berlaku pada tingkat pelayanan dasar. Sementara mereka yang tergolong mampu 
atau kaya dikenakan iuran untuk rawat jalan sebesar Rp 2.500 per orang, dan 
apabila perawatan Rp 60.000 per hari, dikenakannya biaya untuk masyarakat yang 
tergolong mampu diharapkan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri dapat 
meningkat”.86 
 
Setelah memutuskan untuk kembali dalam keanggotaan Integrasi BPJS 
Kesehatan dan telah dilakukan penandatanganan MoU perjajian kerjasama 
Pemerintah Kabupaten Gowa (Bupati Gowa) dengan BPJS Kesehatan Cabang 
Utama Makassar. Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa melakukan perjanjian kerja 
sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Makassar. Perjanjian kerja sama ini, dibuat 
dan ditandatangani di Makassar, pada hari Jumat tanggal Dua Puluh Sembilan 
Bulan Desember tahun Dua Ribu Tujuh Belas, oleh dan antara:87 
1. drg. Unting Patri Wicaksono, MM, AK selaku kepala BPJS Kesehatan 
Cabang Utama Makassar yang berkedudukan dan berkantor di JL. AP. 
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Pettarani No. 78 Makassar, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut 
berdasarkan Keputusan Direksi BPJS Kesehatan Nomor: 4734/Peg-04/1117 
tanggal 22 November 2017 karenanya sah bertindak untuk dan atas nama 
serta-mewakili BPJS Kesehatan, selanjutnya disebut “Pihak Kesatu”. 
2. dr. H. Hasanuddin, selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, yang 
berkedudukan dan berkantor di Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo 
Sungguminasa Kabupaten Gowa, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya 
untuk dan atas nama mewakili Puskesmas Kabupaten Gowa, selanjutnya 
disebut “Pihak Kedua”. 
Selanjutnya Pihak Kesatu dan Pihak Kedua yang secara bersama-sama 
disebut Para Pihak dan masing-masing disebut pihak.  
Para Pihak terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:88 
1. Bahwa Pihak Kesatu merupakan badan hukum publik yang dibentuk untuk 
menyelenggarakan Program Jaminan Sosial Kesehatan sebagaimana 
diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 
Penyelenggara Jaminan Sosial. 
2. Bahwa Pihak Kedua membawahi beberapa puskesmas diwilayah kerjanya 
yang merupakan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama, dengan lebih 
mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat 
kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. 
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Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, para pihak setuju dan 
sepakat untuk menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Pelayanan 
Kesehatan Tingkat Pertama Bagi Peserta Penyelenggara Jaminan Kesehatan. 
Adapun syarat dan ketentuan terdiri dari 17 pasal: 
1. Pasal 1 Definisi. 
2. Pasal 2 Maksud dan tujuan. 
3. Pasal 3  Ruang lingkup dan prosedur. 
4. Pasal 4 Hak dan kewajiban para pihak. 
5. Pasal 5 Jejaring Faskes. 
6. Pasal 6 Kerahasiaan Informasi. 
7. Pasal 7 Biaya dan tata cara pembayaran pelayanan kesehatan. 
8. Pasal 8 Jangka waktu perjanjian. 
9. Pasal 9 Evaluasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. 
10. Pasal 10 Pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 
11. Pasal 11 Wanprestasi. 
12. Pasal 12 Pengakhiran perjanjian. 
13. Pasal 13 Malpraktek. 
14. Pasal 14 Keadaan memaksa (Force majeure).  
15. Pasal 15 Penyelesaiaan perselisihan.  
16. Pasal 16 Pemberitahuan. 
17. Pasal 17 Lain-lain. 
Perjanjian kerjasama ini sekaligus penanda kembalinya Kabupaten Gowa 





penandatanganan MoU Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Gowa dan Pihak 





















Berdasrkan hasil penelitian dan pembahasan dengan judul “Sikap Politik 
Pemerintah Kab. Gowa Terhadap Integrasi BPJS Kesehatan Tahun 2017” 
yang telah diuraikan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut: 
1. Apakah yang melaterbelakangi Pemerintah Kabupaten Gowa untuk keluar 
dari integrasi BPJS Kesehatan tahun 2017, didasari atau disebabkan oleh 
beberapa faktor. Faktor pertama terkait dengan jenis layanan, dimana jenis 
layananan sama dengan program kesehatan gratis Kabupaten Gowa. Akan 
tetapi jumlah kepesertaan yang jadi masalah, jika Pemerintah Kabupaten 
Gowa berintegrasi pada saat itu hanya bisa ditanggung tidak sesuai dengan 
apa yang sudah ditanggung oleh program kesehatan gratis Kabupaten Gowa. 
Kalau kesehatan gratis adalah semua penduduk tanpa mengenal kaya ataupun 
miskin yang mau menggunakan kelas 3 rumah sakit dan semua pelayanan 
dasar dipuskesmas seluruh Kabupaten Gowa itu gratis dengan hanya 
menggunakan KK, KTP, atau surat keterangan miskin untuk mendapatkan 
pelayanan kesehatan gratis. Sedangkan integrasi BPJS Kesehatan hanya 
menanggung masyarakat miskin dan kurang mampu dengan kouta yang 
dibatasi yaitu hanya 129.000 yang berarti terdapat 180.000 yang tidak masuk 





dan kurang mampu di Kabupaten Gowa. Selain itu pelayanan apabila 
menggunakan BPJS Kesehatan harus disertai dengan membawa kartu BPJS 
Kesehatan dimana kita ketahui pengurusan kartu BPJS itu sangat ribet. Mulai 
dari kelengkapan surat-surat, seluruh anggota keluarga harus terdaftar belum 
lagi harus antri cukup lama. Selain itu harus terdaftar disemua puskesmas 
apabila tidak terdaftar harus membawa surat rujukan kecuali Pasien Gawat 
Darurat. Faktor kedua terkait masalah efisiensi anggaran dimana kita ketahui 
bahwa  Kabupaten Gowa sudah memiliki program kesehatan gratis yang 
dikelola secara mandiri sejak tahun 2009 dan sudah tertuang dalam Perda 
No.4 Tahun 2008 Tentang Kesehatan Gratis. Setiap tahun Pemerintah 
Kabupaten Gowa mengeluarkan anggarkan sebesar Rp 16 milyar untuk 
program kesehatan gratis. Dengan adanya BPJS Kesehatan, Pemerintah 
Kabupaten Gowa harus mengeluarkan anggaran untuk kesehatan mencapai 
Rp 20 milyar setiap tahunnya. Nilai tersebut tentunya sangat besar jika 
dibandingkan anggaran yang harus pemerintah daerah gelontarkan di program 
kesehatan gratis sebanyak Rp 16 milyar dan sudah termasuk rujukan ke 
rumah sakit yang ada di Kota Makassar.  
2. Faktor-faktor apa yang menyebabkan kebijakan Pemerintah Kabupaten Gowa 
untuk masuk kembali dari kepesertaan integrasi BPJS Kesehatan tahun 2017. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan diatas adapun yang mendasari 
Pemerintah Kabupaten Gowa untuk kembali dari kepesertaan integrasi BPJS 
Kesehatan, pertama menyusul ditolaknya gugatan Pemerintah Kabupaten 





Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. 
Seperti kita ketahui bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan 
menolak permohonan uji materi Pasal 4 huruf g, Pasal 14, dan Pasal 16 ayat 1 
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 
Jaminan Sosial (UU BPJS) yang diajukan oleh Bupati Gowa, Adnan Purichta 
Ichsan. Kedua, BPJS kesehatan merupakan program nasional. Kemudian ada 
Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, maka dari itu 
Pemerintah Kabupaten Gowa harus ikut. 
B. Saran  
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan 
saran yang sehubungan dengan hasil penelitian bahwa apapun sikap politik dalam 
hal ini kebijakan yang Pemerintah kabupaten Gowa keluarkan atau putuskan baik 
itu keluar atau bergabung dengan integrasi BPJS Kesehatan harus diingat bahwa 
bagaimana kebijakan ini dampaknya kemasyarakat, bagaimana pelaksanaannya 
dilapangan serta bagaimana sosialisasi yang dilakukan agar nantinya kebijakan 
yang dikeluarkan atau diputuskan dapat sesuai dengan perencanaan yang telah 
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